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 Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian keperdataan yang dialami 

CV Venus Inti Perkasa akibat Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 77/Pid.Sus-

TPK/2024/PN.Jkt.Pst serta menganalisis potensi gugatan perdata terhadap PT Timah 

Tbk ditinjau dari teori hukum kontrak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, 

dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah 

hubungan kontraktual berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 738/TBK/SP-

000/18/18-S11.4 serta implikasi putusan tindak pidana korupsi terhadap hak 

keperdataan CV Venus Inti Perkasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian 

CV Venus Inti Perkasa terutama berkaitan dengan terganggunya hak dan kepentingan 

ekonomi yang bersumber dari hubungan kontraktual, termasuk hilangnya atau 

terganggunya nilai ekonomis aset serta manfaat ekonomi yang diharapkan dari 

pelaksanaan perjanjian. Putusan pidana tidak secara otomatis menghapus hak 

keperdataan yang lahir dari perjanjian. Potensi gugatan terhadap PT Timah Tbk dapat 

dikonstruksikan berdasarkan wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum, 

bergantung pada sumber kerugian dan fakta yang dapat dibuktikan. Putusan pidana 

yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian 

fakta hukum, sedangkan kerugian dan hubungan kausal tetap harus dibuktikan dalam 

perkara perdata. 
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Abstract 

This study aims to analyze the civil losses suffered by CV Venus Inti Perkasa as a 

consequence of Decision Number 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst concerning a corruption 

case and to examine the potential for a civil lawsuit against PT Timah Tbk from the 

perspective of contract law theory. This study employs normative legal research using 

statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively by 

examining the contractual relationship established under Cooperation Agreement Number 

738/TBK/SP-000/18/18-S11.4 and the implications of the corruption judgment for the civil 

rights of CV Venus Inti Perkasa. The results indicate that the civil losses suffered by CV 

Venus Inti Perkasa primarily concern the disruption of economic rights and interests arising 

from the contractual relationship, including the loss or impairment of the economic value of 

its assets and the expected economic benefits from the implementation of the agreement. 

A criminal judgment does not automatically extinguish civil rights arising from a contract. A 

potential civil lawsuit against PT Timah Tbk may be based on breach of contract 

(wanprestatie) or an unlawful act (onrechtmatige daad), depending on the source of the 

losses and the facts that can be established. A final and binding criminal judgment may 

strengthen the evidentiary basis concerning established legal facts, while the existence of 

actual losses and the causal relationship must still be demonstrated in the civil proceedings. 
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PENDAHULUAN 

Timah merupakan salah satu komoditas pertambangan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan 

penting dalam perdagangan serta industri. Indonesia terlebih pada Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu 

produsen timah utama dunia. Posisi tersebut menyebabkan pengelolaan pertambangan timah memiliki dimensi ekonomi 

sekaligus hukum yang kompleks terutama karena melibatkan negara, badan usaha pemegang izin pertambangan, dan 

perusahaan swasta sebagai mitra kontraktual. Kerangka hukum pertambangan saat ini antara lain bertumpu pada Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.  

Pada struktur pengelolaan tersebut PT Timah Tbk memiliki posisi strategis sebagai perusahaan yang kegiatan 

operasionalnya terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hubungan PT Timah Tbk dengan perusahaan mitra kemudian 

melahirkan hubungan hukum yang tidak hanya bersifat bisnis tetapi juga kontraktual. Salah satu hubungan tersebut terjadi 

dengan CV Venus Inti Perkasa (CV VIP) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian No. 783/Tbk/SP-000/18-S11.4; No. 

02/VIP/10/18/ht tanggal 5 Oktober 2018 mengenai kerja sama sewa peralatan pengolahan timah selama empat tahun. 

Berdasarkan hubungan tersebut PT Timah Tbk menyerahkan bijih timah untuk dimurnikan oleh CV VIP dengan 

menggunakan peralatan dan operator yang disediakan berdasarkan perjanjian.  

Permasalahan muncul ketika hubungan kontraktual tersebut kemudian bersinggungan dengan perkara tindak 

pidana korupsi dalam tata niaga timah. CV VIP disebut sebagai salah satu perusahaan yang terlibat dalam rangkaian 

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan timah pada wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk. Putusan 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst 

menyatakan Tamron alias Aon selaku beneficial owner CV VIP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun, denda 

Rp1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp3.660.991.640.663,67.  

Putusan pidana tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi dalam ranah hukum pidana, tetapi juga berpotensi 

memberikan dampak terhadap hubungan keperdataan yang sebelumnya telah dibentuk antara PT Timah Tbk dan CV VIP. 

Penyitaan aset perusahaan dan pribadi, kewajiban pembayaran uang pengganti, terhentinya pemenuhan hak dan kewajiban 

kontraktual serta pemidanaan beneficial owner dapat memengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha dan pelaksanaan 

perjanjian. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah kerugian yang dialami CV VIP dapat dikaitkan 

dengan kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual PT Timah Tbk atau merupakan konsekuensi hukum yang harus 

ditanggung sendiri oleh CV VIP akibat keterlibatannya dalam perkara pidana.  

Persoalan tersebut menjadi penting karena hubungan antara PT Timah Tbk dan CV VIP pada awalnya lahir dari 

suatu perjanjian yang sah. Perjanjian merupakan dasar fundamental yang membentuk hubungan hukum antara para pihak 

sekaligus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Objek kerja sama adalah pengolahan timah 

berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Ketika kegiatan yang menjadi objek kontrak kemudian dikaitkan dengan 

tindak pidana korupsi dalam tata niaga timah muncul pertanyaan mengenai keberlangsungan hubungan kontraktual 

tersebut serta konsekuensi keperdataan yang timbul setelah adanya putusan pidana. Berlatar uraian tersbeut putusan 

pidana menjadi fakta hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut.  

Kerugian yang dialami CV VIP perlu dibedakan antara kerugian yang secara langsung timbul akibat pelaksanaan 

atau tidak terlaksananya prestasi kontraktual dengan kerugian yang merupakan konsekuensi dari putusan pidana terhadap 

pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Pembedaan tersebut penting karena tidak setiap kerugian yang muncul setelah 

suatu kontrak terganggu dapat secara otomatis dibebankan kepada pihak lawan. Untuk dapat mengajukan gugatan 
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perdata,CV VIP harus mampu menunjukkan dasar hubungan hukum, bentuk kewajiban PT Timah Tbk, adanya pelanggaran 

atau kegagalan memenuhi prestasi, kerugian yang dapat dibuktikan serta hubungan sebab akibat antara tindakan atau 

kelalaian PT Timah Tbk dengan kerugian tersebut. Rumusan masalah penelitian sendiri menempatkan bentuk kerugian 

CV VIP dan potensi gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk sebagai dua persoalan utama yang harus dianalisis.  

Kedudukan CV VIP sebagai mitra kontraktual perlu dibedakan dari kedudukan PT Timah Tbk sebagai pemegang 

IUP. CV VIP menjalankan fungsi operasional berdasarkan perjanjian sedangkan kewenangan pengelolaan wilayah IUP 

secara hukum melekat pada PT Timah Tbk. CV VIP tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan strategis 

terkait pengelolaan wilayah IUP melainkan menjalankan kegiatan pengolahan berdasarkan perintah dan ketentuan kerja 

sama. Perbedaan kedudukan tersebut penting untuk menentukan batas pertanggungjawaban masing-masing pihak 

terutama ketika kegiatan yang dilakukan berdasarkan kontrak kemudian dinilai memiliki keterkaitan dengan tindak pidana 

korupsi.  

Persoalan utama penelitian bukan semata-mata apakah CV VIP mengalami kerugian setelah adanya putusan perkara 

korupsi melainkan apakah kerugian tersebut dapat dikonstruksikan sebagai kerugian keperdataan yang dapat dituntut 

kepada PT Timah Tbk berdasarkan hubungan kontraktual. Analisis perlu memperhatikan isi perjanjian tanggal 5 Oktober 

2018, prinsip mengikatnya perjanjian, pelaksanaan prestasi para pihak, bentuk kerugian yang timbul serta pengaruh 

putusan pidana terhadap keberlangsungan hak dan kewajiban kontraktual. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada 

analisis potensi gugatan perdata CV Venus Inti Perkasa terhadap PT Timah Tbk atas kerugian yang timbul akibat Putusan 

Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst ditinjau dari perspektif hukum kontrak.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-analitik untuk 

mengkaji potensi gugatan perdata CV Venus Inti Perkasa terhadap PT Timah Tbk atas kerugian yang timbul setelah 

Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian dilakukan secara doktrinal dengan menelaah hukum sebagai 

norma tertulis (law in books) serta menganalisis kesesuaian antara norma hukum (das sollen) dan penerapannya (das sein). 

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus secara khusus digunakan untuk 

menganalisis Surat Perjanjian No. 783/Tbk/SP-000/18-S11.4; No. 02/VIP/10/18/ht tanggal 5 Oktober 2018 antara PT 

Timah Tbk dan CV Venus Inti Perkasa serta kaitannya dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.  

Bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., serta Surat Perjanjian No. 

783/Tbk/SP-000/18-S11.4; No. 02/VIP/10/18/ht tanggal 5 Oktober 2018. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, 

artikel, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah 

dan konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen, 

kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan interpretatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori hukum 

kontrak, teori kausalitas, serta konsep perbuatan melawan hukum dan asas itikad baik untuk menjawab bentuk kerugian 

CV Venus Inti Perkasa dan potensi gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bentuk Kerugian Keperdataan CV Venus Inti Perkasa Akibat Putusan Tindak Pidana Korupsi 

Hubungan hukum antara CV Venus Inti Perkasa (CV VIP) dan PT Timah Tbk pada dasarnya lahir dari Perjanjian 

Kerja Sama Nomor 738/TBK/SP-000/18/18-S11.4. Dalam perjanjian tersebut PT Timah Tbk berkedudukan sebagai 

pemegang IUP Operasi Produksi, sedangkan CV VIP berkedudukan sebagai pemilik peralatan processing penglogaman 

timah. Berdasarkan Pasal 6 perjanjian, PT Timah Tbk memiliki kewajiban membayar biaya sewa berdasarkan Berita Acara 

Pemeriksaan, sementara CV VIP memiliki hak menerima pembayaran biaya sewa tersebut. CV VIP juga berkewajiban 

menyediakan peralatan dan operator serta melaksanakan koordinasi teknis dengan pengawas PT Timah Tbk. Dengan 

demikian, terdapat hubungan timbal balik berupa prestasi dan kontra-prestasi yang menjadi dasar untuk menentukan hak 

serta kerugian masing-masing pihak.  

Permasalahan muncul setelah pelaksanaan kerja sama tersebut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi 

tata niaga timah. Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst kemudian menimbulkan konsekuensi terhadap 

keberlangsungan hubungan kontraktual antara PT Timah Tbk dan CV VIP. Kerugian CV VIP tidak dapat semata-mata 

dipahami sebagai akibat dari adanya putusan pidana, melainkan harus dilihat berdasarkan hak kontraktual yang seharusnya 

masih dapat dinikmati dan apakah hak tersebut terganggu atau tidak terpenuhi akibat rangkaian peristiwa yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kontrak. Dalam perspektif hukum kontrak, identifikasi kerugian harus terlebih dahulu dikaitkan 

dengan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian.  

Bentuk kerugian yang menjadi perhatian utama adalah terganggunya nilai ekonomis hubungan kontraktual serta 

hilangnya manfaat yang seharusnya diperoleh CV VIP dari pelaksanaan perjanjian. Penyitaan terhadap aset CV VIP sebagai 

konsekuensi dari proses penegakan hukum menyebabkan objek yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama kehilangan 

fungsi ekonomisnya. Penelitian ini menempatkan penyitaan tersebut sebagai konsekuensi yang berkaitan dengan rangkaian 

penyimpangan tata niaga timah yang kemudian berujung pada proses pidana. Dengan pendekatan kausalitas adekuat, 

apabila kegiatan PT Timah Tbk dilaksanakan sesuai kewajiban kontraktual dan ketentuan hukum yang berlaku, maka 

menurut konstruksi penelitian, peristiwa penyitaan aset CV VIP tidak akan terjadi.  

CV VIP juga berpotensi mengalami hilangnya manfaat ekonomi yang diharapkan dari kontrak (lucrum cessans). 

Kerugian tersebut berkaitan dengan terhentinya atau terganggunya hubungan kerja sama sehingga manfaat ekonomi yang 

secara wajar diharapkan dari pelaksanaan kontrak tidak lagi dapat diperoleh. Namun, kerugian tersebut tetap harus 

dibuktikan secara konkret dengan menunjukkan hubungan antara hak kontraktual, peristiwa yang menyebabkan hak 

tersebut terganggu, dan nilai kerugian yang benar-benar timbul. Dengan demikian, tidak setiap kerugian yang terjadi 

setelah putusan pidana secara otomatis dapat dibebankan kepada PT Timah Tbk; diperlukan pembuktian mengenai dasar 

hak dan hubungan sebab akibatnya.  

Potensi Gugatan Perdata CV Venus Inti Perkasa terhadap PT Timah Tbk Ditinjau dari Hukum Kontrak 

Potensi gugatan perdata CV VIP terhadap PT Timah Tbk tetap terbuka karena CV VIP merupakan subjek hukum 

yang memiliki hubungan kontraktual dengan PT Timah Tbk. Putusan pidana yang menjerat pihak tertentu dalam perkara 

korupsi tidak dengan sendirinya menghapus seluruh hak keperdataan yang sebelumnya lahir dari suatu perjanjian. Hal 

yang harus ditentukan adalah apakah hak tersebut masih memiliki dasar keberlakuan dan apakah terdapat tindakan atau 

keadaan yang menyebabkan hak tersebut tidak dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberadaan 

putusan pidana harus dipisahkan dari pertanggungjawaban keperdataan yang bersumber dari hubungan kontraktual.  
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Terdapat dua konstruksi yang dapat dipertimbangkan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). 

Apabila kerugian CV VIP dapat dibuktikan berasal dari tidak dipenuhinya kewajiban PT Timah Tbk sebagaimana secara 

tegas diperjanjikan, maka konstruksi wanprestasi memiliki relevansi. Sebaliknya, apabila kerugian justru bersumber dari 

tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, kepatutan, atau asas itikad baik dan tindakan tersebut berada di 

luar sekadar pelanggaran prestasi kontraktual, maka konstruksi PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat 

dipertimbangkan. Ketepatan menentukan dasar gugatan sangat penting karena kesalahan dalam mengonstruksikan 

hubungan hukum dapat menyebabkan dalil gugatan tidak sesuai dengan fakta dan berisiko menimbulkan persoalan formil 

dalam pemeriksaan perkara.  

Dalam perspektif teori hukum kontrak, asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik menjadi dasar penting dalam 

menilai hubungan PT Timah Tbk dan CV VIP. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan pelaksanaannya 

harus dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, PT Timah Tbk sebagai pihak yang memiliki kedudukan sebagai 

pemegang IUP sekaligus pihak dalam perjanjian tidak hanya harus memenuhi kewajiban kontraktual secara formal, tetapi 

juga harus melaksanakan hubungan tersebut secara patut dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam 

penelitian ini, asas itikad baik digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah kondisi yang timbul setelah perkara 

korupsi merupakan risiko yang semata-mata harus ditanggung CV VIP atau justru berkaitan dengan tindakan PT Timah 

Tbk yang memengaruhi pelaksanaan hak kontraktual CV VIP.  

Hambatan utama gugatan terletak pada hubungan antara pertanggungjawaban pidana individu dan 

pertanggungjawaban keperdataan badan usaha. Putusan pidana terhadap beneficial owner atau individu tertentu tidak 

secara otomatis berarti seluruh badan usaha dapat dibebankan pertanggungjawaban perdata, demikian pula sebaliknya. 

CV VIP harus mampu menunjukkan bahwa kerugian yang dialaminya memiliki dasar hukum yang berbeda dari kesalahan 

pidana individual dan bahwa tindakan PT Timah Tbk mempunyai kontribusi terhadap timbulnya kerugian tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pemisahan ruang lingkup pertanggungjawaban tersebut sebagai dasar untuk mempertahankan 

kedudukan CV VIP sebagai subjek hukum mandiri yang masih memiliki kemungkinan menuntut pemulihan hak 

keperdataannya.  

Kausalitas, Pembuktian dan Formulasi Tuntutan Ganti Kerugian 

Unsur kausalitas menjadi bagian penting dalam menentukan dapat atau tidaknya PT Timah Tbk dimintai 

pertanggungjawaban secara perdata. Kerugian berupa penyitaan aset CV VIP harus dapat dihubungkan secara rasional 

dengan tindakan yang menjadi dasar gugatan. Penelitian menggunakan teori kausalitas adekuat dan pendekatan conditio 

sine qua non untuk menguji hubungan tersebut. Apabila penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama oleh PT Timah Tbk 

tidak terjadi, maka proses penegakan hukum yang berujung pada penyitaan aset CV VIP juga dipandang tidak akan terjadi. 

Dengan demikian, penyitaan ditempatkan sebagai konsekuensi yang memiliki hubungan dengan rangkaian peristiwa yang 

menjadi objek analisis.  

Hubungan kausal tersebut tetap harus dibuktikan dalam persidangan perdata. CV VIP tidak cukup hanya 

menunjukkan bahwa penyitaan terjadi setelah perkara korupsi, tetapi harus membuktikan adanya hubungan antara 

perbuatan yang didalilkan terhadap PT Timah Tbk, timbulnya akibat hukum, dan kerugian konkret yang dialami CV VIP. 

Hal tersebut menjadi penting karena adanya pihak ketiga, yaitu negara melalui aparat penegak hukum yang melakukan 

penyitaan dapat dijadikan argumentasi oleh PT Timah Tbk untuk menyangkal hubungan kausal. Penelitian ini berpendapat 

bahwa argumentasi tersebut dapat dihadapi dengan menunjukkan bahwa tindakan penyitaan merupakan konsekuensi dari 

rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek kerja sama.  
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Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dalam konstruksi penelitian memiliki posisi penting sebagai alat 

bukti tertulis untuk menunjukkan fakta-fakta yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara pidana. Putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara perdata sepanjang fakta yang hendak 

dibuktikan berkaitan dengan materi yang telah diputus. Putusan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi 

mengenai adanya rangkaian peristiwa dalam tata niaga timah yang telah dinilai oleh pengadilan pidana. Namun, pembuktian 

mengenai kerugian keperdataan dan hubungan kausal dengan PT Timah Tbk tetap perlu dikonstruksikan secara tersendiri 

dalam perkara perdata.  

Berdasarkan konstruksi tersebut formulasi petitum harus disusun secara selaras dengan posita dan alat bukti yang 

diajukan. Tuntutan dapat diarahkan pada pemulihan hak keperdataan serta pembayaran ganti kerugian yang dapat 

dibuktikan dengan pemisahan yang jelas antara kerugian materiil dan kerugian lainnya. Penelitian menempatkan Pasal 1365 

KUHPerdata sebagai salah satu dasar yang potensial apabila gugatan dibangun atas PMH terutama apabila dapat dibuktikan 

adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Potensi gugatan CV VIP terhadap PT Timah 

Tbk secara yuridis ada, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan dasar gugatan, pembuktian kesalahan, 

pembuktian kerugian serta kemampuan membangun hubungan kausal antara tindakan PT Timah Tbk dengan kerugian 

yang dialami CV VIP.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerugian keperdataan yang dialami CV Venus Inti Perkasa 

tidak hanya berkaitan dengan adanya Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, tetapi 

terutama dengan terganggunya hak dan kepentingan ekonomi CV Venus Inti Perkasa yang bersumber dari Perjanjian 

Kerja Sama Nomor 738/TBK/SP-000/18/18-S11.4 dengan PT Timah Tbk, termasuk hilangnya atau terganggunya nilai 

ekonomis aset dan manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelaksanaan kontrak. Putusan pidana tersebut tidak serta-

merta menghapus hubungan dan hak keperdataan para pihak, sehingga secara yuridis CV Venus Inti Perkasa masih 

memiliki dasar untuk mempertimbangkan gugatan perdata terhadap PT Timah Tbk. Berdasarkan teori hukum kontrak, 

potensi gugatan dapat dikonstruksikan melalui wanprestasi apabila kerugian terbukti berasal dari tidak dipenuhinya 

kewajiban kontraktual, maupun Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila dapat 

dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Putusan pidana yang telah 

berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat fakta mengenai penyimpangan yang telah 

diputus, tetapi CV Venus Inti Perkasa tetap harus membuktikan secara tersendiri kerugian dan hubungan kausal dengan 

tindakan PT Timah Tbk. Dengan demikian potensi gugatan perdata tersebut secara hukum terbuka, tetapi 

keberhasilannya sangat bergantung pada ketepatan dasar gugatan dan kekuatan pembuktian mengenai kerugian, kesalahan, 

serta hubungan kausal. 
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